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Salinan PUTUSAN
Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.SWL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Dumai, 02 Mei 1984, NIK.

1373034205840003, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Kontrak Daerah, pendidikan DIII, tempat kediaman di Kota

Sawahlunto, Email: XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Banyu Dono, 28 Agustus 1972,

agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah

menengah pertama, tempat kediaman di Kota Sawahlunto,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember

2021 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

177/Pdt.G/2021/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah

pada tanggal 23 Agustus 2002 di Kecamatan XXX, Kota Sawahlunto,

sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal

23 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan XXX, Kota Sawahlunto;
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2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan

Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat

Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah,

Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi

lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang

bersangkutan;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat di Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

bernama:

a. ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2003;

b. ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 28 November 2012;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan

dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran

selama lebih kurang 4 (empat) tahun. Namun sejak tahun 2006 rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh

Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan sampai pukul 03.00 WIB

Tergugat baru pulang, pada saat Penggugat meminta penjelasan, Tergugat

selalu beralasan kalau Tergugat nongkrong di warung bersama

teman-teman Tergugat, hal ini sudah sering Penggugat nasehati, namun

Tergugat tidak pernah berubah, sehingga hal ini sering menjadi penyebab

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari

2018, yang disebabkan ketika itu anak Penggugat dengan Tergugat dalam

keadaan sakit, namun Tergugat masih saja sering nongkrong di warung

bersama teman-teman Tergugat, karena kesal dengan sikap Tergugat,

akhirnya Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman

bersama agar dapat mengobati anak Penggugat dengan Tergugat yang
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sedang sakit, ketika sampai di warung tersebut, terjadilah pertengkaran

antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah

kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat

telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan,

sampai sekarang;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat

tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Kota Sawahlunto;

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah

lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah

kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;

10.Bahwa pada akhir bulan februari 2018, permasalahan antara Penggugat

dengan Tergugat telah diupayakan dan didamaikan oleh keluarga

Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak menemukan

perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

11.Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,

karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu,

Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat

dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan

perceraian;

12.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan

yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap

pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Agustus 2002,

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

Ketua diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di Sawahlunto. Saksi adalah ayah kandung

Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat

adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan

pernikahan secara resmi sekitar tahun 2002;

- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Sawahlunto, sampai

berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun kemudian sejak tahun 2017 mulai sering terjadi

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering

pulang pagi karena di warung dan berdasarkan cerita orang-orang bahwa

Tergugat bermain judi;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar, pada saat itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama

sekitar jam 03:00 malam, karena hal tersebut terjadi pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak

tahun 2019, kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan

Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun

tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh

harian lepas, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah tetangga

Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat

adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan

pernikahan secara resmi sekitar tahun 2002;

- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Sawahlunto, sampai

berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran dan

perselisihan yang disebabkan Tergugat bermain judi, Tergugat sering

pulang larut malam bahkan sampai subuh karena bermain di warung;
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- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar, pada saat itu Penggugat menjemput Tergugat di warung pada

malam hari dan karena hal tersebut terjadi pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari

kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan

Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun

tidakberhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi

tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta

memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang

terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya

adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para

pihak dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telah
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terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu

Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri,

dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan

gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat

tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, maka perkara ini

secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sawahlunto untuk

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati

Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina

rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1)

dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang

harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup

rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat

telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya

sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Agustus 2002, yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota

Sawahlunto, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen

di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti

tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat

terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat

perkawinan sejak tanggal 23 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah

memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2

Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pulang pagi

dan suka bermain judi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua

saksi dan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling

mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri

hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang

harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi

tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai

alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan

oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah

menemukan fakta sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 23

Agustus 2002, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam

bahkan sampai subuh dan Tergugat bermain judi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih

2 (dua) tahun sampai sekarang;

- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di

atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara

dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang

menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan

Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai

sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan

hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan

antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah

(ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang);

Menimbang, dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara

Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun, selama itu Penggugat

dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (ghalabat

al-zhann) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis

berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997
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menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti

retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat

bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan

dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan

pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah

tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang

berkepanjangan serta akan memunculkan kemudaratan-kemudaratan yang

lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudaratan lebih

diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul

fikih yang berbunyi:

لح المصا جلب على م مقد سد المفا درء

Artinya: “Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik

kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan

dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan

berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan
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Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat

yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra,

oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si. sebagai Hakim Ketua, Rosmaleni, S.H.I., M.A.
dan Almar Atul Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I.,M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
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Ttd Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A. Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si
Hakim Anggota,

Ttd

Almar Atul Hasanah,S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadillah, S.H.I.,M.A.
Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
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